
 

 

 

BUPATI PATI 
 

PERATURAN BUPATI PATI 

 NOMOR 74 TAHUN 2012  

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN 

TENTANG PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU                                             

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi 

kepegawaian terutama dalam penandatanganan 

Keputusan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru 

yang bertugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 

perlu mendelegasikan wewenang untuk menandatangani 

Keputusan tentang penyesuaian jabatan fungsional guru; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan 

Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Untuk 

Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Jabatan 

Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah                 

Kabupaten Pati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

 

 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8              

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 3890);     

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang  Perubahan Kedua  

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Keempat belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2012 Nomor 32); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63         

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2009 Nomor 164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

 



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 38            

Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional 

Guru; 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, 

dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN 

TENTANG PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI. 

Pasal 1 

(1) Memberikan pendelegasian wewenang kepada : 

a. Sekretaris Daerah untuk menandatangani Keputusan 

tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru                 

bagi Guru Madya, Pangkat Pembina, Golongan    

Ruang IV/a; 

b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk 

menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian 

Jabatan Fungsional Guru bagi Guru Pertama, 

Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai 

dengan Guru Muda Pangkat Penata Tingkat I, 

Golongan Ruang III/d. 

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan atau Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berhalangan, maka kewenangan untuk menandatangani 

Keputusan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional 

Guru dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah                   

Kabupaten Pati. 

 

 



bina Tingkat I 
NIP, 19670226 199203 1 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 

UKUM 

Pasal 2 

(1) Tata laksana pendelegasian wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

(2) Pejabat yang diberikan delegasi dalam melaksanakan 

delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggungjawab kepada pejabat yang memberi delegasi 

dan melaporkan hasil pelaksanaannya.  

Pasal 3 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 

dengan Surat Edaran. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daaerah Kabupaten Pati. 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 10 Desember 2012 

BUPATI  PATI, 

        ttd 

  HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 10 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

                              ttd 

                 DESMON HASTIONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 635 

 



 

 

 

 


